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	This research looks at how the development of village funds management in empowering rural communities and in the administration of government and village development. The Village Fund can be used for financing community empowerment programs. Considering Indonesian citizens still live in rural areas. The use of village funds should be applicable in the fields of education, health, physical development and increasing the resilience of villagers, including village innovation programs, which aim to alleviate poverty, renew inter-villages and empower the community's economy. The findings in this study are the implementation of community empowerment in accordance with the use of village funds which are made according to the first priority. The Village Fund is used for the welfare of the community and its management in a transparent and accountable manner.








Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang terbawah dan merupakan bagian integral dalam Sistem Pemerintahan Negara RI dan diakui dan dihormati keberadaanya, dan pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. 
Dengan demikian sifat melayani dapat diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan otonomi desa, dan ada beberapa kewenangan desa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 44 Tahun 2014  Tentang Kewenangan Desa; Pasal 6 Jenis Kewenangan Desa, Meliputi: (a) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; (b) Kewenangan Lokal Berskala Desa; (c) Kewenangan Yang Ditugaskan Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Dan (d) Kewenangan Lain Yang Ditugaskan Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 desa dituntut untuk  bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa terlayani dan terlindungi dalam kehidupan sehar-hari, dan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa. Menurut (Soerjono Soekanto:1986): Bahwa kenyataan dewasa ini menunjukan bahwa sebagian warga masyarakat Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan, dengan demikian dapat dikatakan penduduk daerah pedesaan merupakan sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional. Sebelum adanya perubahan cara pandang pemerintah terhadap desa, karena kedudukan pemerintah dianggap pemerintahan semu oleh pemerintah pusat (Eko Sutoro, 2014:22). Penduduk daerah pedesaan itu sangat besar apabila dapat dibina dengan baik sebagai tenaga kerja yang efektif bagi berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, oleh sebab itu perhatian yang besar perlu diberikan peningkatan pembangunan daerah pedesaan terutama melalui peningkatan swadaya masyarakat.
Pemerintahan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa dan dengan undang-undang ini merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa.Yang dimaksud dengan desa berdasarkan ketentuan Pasal 1  angka 1: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dengan demikian pemerintahan desa mempunyai hak otonomi asli, artinya hak yang berasal dari desa itu sendiri bukan hak yang diberikan oleh pemerintahan tingkat atasnya. Dengan adanya otonomi, desa  berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk menyelenggarakan pemerinatahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan hak inisiatif/atau asal usul dari desa itu sendiri.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan diperlukan pembiayaan yang memadai sehingga cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa  dapat terwujud. Pemerintah dalam hal ini sudah menyiapkan dana untuk desa, baik yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN) dan yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi mapun yang berasal dari Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Kabupaten /kota memberikan alokasi dana yang diperuntukan desa. Oleh sebab itu Sadu Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa.
Dana yang diberikan kepada pemerintahan desa ini dikelola sendiri oleh pemerintahan desa secara mandiri dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya karena jumlah yang tidak sedikit sesuai dengan skema pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dibutuhkan penguatan pemerintahan desa, terutama aparat pemerintahan yang mampu mengelola dana desa.
Berdasarkan sumber dana desa, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa yang digunkan untuk pembangunan di desa termasuk digunakan pembiayaan pemberdayaan kepada masyarakat desa yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang berlenjutan sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, sekaligus mendorong masyarakat untuk  berpartisipasi dalam semua aspek pembangunan yang menyangku kepentingan bersama.
Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dana desa merupakan dana yang diterima oleh desa dariberbagai sumber. Sumber pendapatan desa yaitu:  
a.	Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 
b.	Alokasi APBN (Dana Desa);
c.	Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
d.	Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar  10%; 
e.	Bantuan keuangan dari APBD  rovinsi/kabupaten/kota;
f.	Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan 




NO	Nama Sumber Pendapatan Desa
1.	Pendapatan Asli Desa 











Pengakuan terhadap keberadaan pemerintahan desa di Negara Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, pemerintahan jepang sampai saat ini, dan sudah beberapa kali perubahan. Pengaturan sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1979, kemudian diatur dengan Undang-Undang  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan di dalam undang-undang ini dimasukan pengaturan tentang pemerintahan desa dan terakhir diatur dengan Undang-Undang Khsusus yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan  Pasal 1 angka 2 Yang dimaksud dengan:  “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, sebagai tertuang dalam Pasal 1 angka 3 adalah: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa” Didalam  pemerintahan desa terdapat lembaga yang berfungsi sebagai wakil dari peduduk desa., sebagaimana diatur dalam  Pasal 1 angka 4:“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Dengan demikian keberadaan BPD ini sangat penting karena badan ini merupakan repsentatif wakil penduduk desa yang tugas dan fungsnya membantu pemerintah desa dalam penyelengggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan kepada asas pemerintahan yang baik, yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan,  tertib kepentingan umum,  keterbukaan, proporsionalitas,  profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,  kearifan lokal,  keberagaman; dan partisipatif.  Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Kepala Desa berwenang:
a.	Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b.	mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c.	memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d.	menetapkan Peraturan Desa; 
e.	menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Des
f.	membina kehidupan masyarakat Desa; 
g.	membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h.	membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 
i.	mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j.	mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k.	mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l.	memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
m.	mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 





Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia maka Pemerintah sudah mencanangkan pembangunan di segala bidang, termasuk untuk kesejahteraan masyarakat desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat desa telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang ini memberikan posisi desa sebagai ujung tombak pelaku pembangunan disertai dengan pemberian wewenang yang cukup besar kepada desa.
Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah sudah menganggarkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2015,  dengan jumlah yang sangat besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Menetri Keuangan RI Sri Mulyani (Buku Pintar Dana Desa: 2017): Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.
Dengan demikian (Buku Pintar Dana Desa: 2017) Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.Saat ini masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis desa mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran K/L Tahun 2017. Ke depan dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan.
Tujuan dikucurkannya dana desa ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa baik secara administrasi, kesehatan, dan melaksanakan kegiatan dalam mengentaskan kemiskinan dan terus mendorong kemajuan dalam ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat memperkecil kesenjangan antar desa dengan memperkuat lembaga-lembaga yang ada di desa. 
Selanjutnya (Sri Mulyani: 2017) mengatakan: Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yangmemiliki bahan baku tersebut.
c.  Kewenangan Tentang Desa
		Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Desa berwenang: Menyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. Untuk mempertegas hal ini serta mempertimbangkan efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Selain itu sejalan dengan rekognisi dan asas subsidiaritas yang berasal dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mendorong proporsionalitas pelaksanaan sesuai dengan bidang kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul mencakup
sistem organisasi masyarakat adat; 
a.	pembinaan kelembagaan masyarakat; 
b.	pembinaan lembaga dan hukum  adat; 
c.	pengelolaan tanah kas Desa; dan 
d.	pengembangan peran masyarakat Desa.
Kemudian kewenangan desa berdasarkan hak atas asal usul desa bersekala desa sebagaimana Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
a.	pengelolaan tambatan perahu; 
b.	 pengelolaan pasar Desa
c.	pengelolaan tempat pemandian umum; 
d.	pengelolaan jaringan irigasi;
e.	pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f.	pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g.	pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h.	pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 
i.	pengelolaan embung Desa;
j.	pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
k.	pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
		Ada beberapa sumber kewenangan desa yang  yang  diberikan oleh pememrintah tingkat atasnya terdiri dari:
a.	  penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.	pelaksanaan Pembangunan Desa;
c.	pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d.	pemberdayaan masyarakat Desa. 
		Kreteria kewenangan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul ditentukan dalam Pasal  10 sebagai berikut: 
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain: 
a.	merupakan warisan sepanjang masih hidup.
b.	sesuai perkembangan masyarakat.
c.	sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan kreteria kewenangan bersekala desa di atur dalam Pasal 11 sebagai berikut: “Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain: Sesuai kepentingan masyarakat pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian
		Ada beberapa sumber kewenangan desa yang  yang  diberikan oleh pememrintah tingkat atasnya terdiri dari:
a.	penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.	pelaksanaan Pembangunan Desa;
c.	pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d.	pemberdayaan masyarakat Desa. 
		Kreteria kewenangan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul ditentukan dalam Pasal  10 sebagai berikut: 
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain: 
a.	merupakan warisan sepanjang masih hidup.
b.	sesuai perkembangan masyarakat.
c.	sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan kreteria kewenangan bersekala desa di atur dalam Pasal 11 sebagai berikut: “Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:
a.	Sesuai kepentingan masyarakat      Desa;
b.	telah dijalankan oleh Desa;
c.	mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
d.	muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
e.	program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa”.
		Sedangkan Pasal 12 menetukan Didalam Pasal 12; Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
a.	sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
b.	memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
c.	pelayanan publik bagi masyarakat;
d.	meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e.	mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
f.	meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 13:
a.	urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
b.	sesuai dengan prinsip efisiensi
c.	mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
d.	kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

D.  Otonomi Desa
Dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia pemerintahan desa meruapakan pemerintahan terbawah dan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa mempunyai otonomi asli desa, yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerinahannya sendiri dengan memperhatikan asal usul desa dan dapat sebagai pelaksana tugas pembantuan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Rozali Abdullah:2000), sebagai berikut:Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem pelanggaran pemerintah sehingga Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya,dan dalam rangka mengatur dan mengurus masyarakatnya setiap desa diberikan kewenangan sebagai berikut: 
1.	Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa, 
1.	Kewenagan yang oleh peraturan perundangan yangberlaku belum dilaksanakan oleh daerah ataupun oleh pemerintah pusat.
1.	Tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten.
		Kemudian menurut pendapat Moch.Solekhan (Moch.Solekhan:2008) “Sejalan dengan pendapat di atasDesa otonom merupakan suatu pilihan ideal untuk mendudukan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimana secara konseptual desa otonomi ini dapat dipahami sebagai desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi  sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri.
		Berdasarkan pendapat di atas, bahwa desa adalah suatu  kesatuan masyarakat hukum  yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Menurut landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan utuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan  Permusywaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

E. Macam-macam Urusan Yang Diserahkan ke Desa
Berdasarkan prinsip otonomi daerah, bahwa daerah diberi kewenangan yang cukup banyak kepada daerah untuk dilaksanakan di daerah Kabupaten/kota. Dari kewenangan-keweangan tersebut ada yang mestinya di serahkan kepada pemerinatahan desa, dan yang dijadikan landasan hukumnya adalahPembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tahun 2015 Pasal 5.
Tujuan dari pemberian kewenangan ini adalah agar desa mampu melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada desa sesuai dengan asal usul yang dimasing-masing desa. Desa diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tanggganya sendiri dengan menlibatkan masyarakat desa.

Kreteria Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Permendes PDTT Nomor 1 Tahun 2015)
No.	Nama Kewenangan
1.	kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2.	kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa. 
3.	kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa. 
4.	kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa. 
5.	program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa. 
6	kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

F. Pengelolaan dan Dasar Hukum Keuangan Desa
Dana desa yang dikucurkan kepada desa haruslah dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan dana desa diartikan suatu seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan desa desa. Ruang lingku proses ini tertuang dalam berbagai aturan tetang dana desa.  Dana yang dikelola oleh desa berarasal dari hak asal usul dan kewenangan dari desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang penyalurannya melalui kementerian atau lembaga lainnya yang di tunjuk dan juga berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Dasar hukum Pengaturan terkait dengan pengelolaan dana desa ini mulai dari, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa  dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Dalam mengelola dana desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan di Desa termasuk pemberdayaan masyarakat didahului dengan membuat perencanaan pemanfaatan  Dana Desa. Menurut Sukartawi sebagaimana dikutuf oleh (Isnadi: 2007:2) Perncanaan yang baik akan menentukan keberhasialan pembangunan. Oleh karena itu kemandirian desa merupakan salah satu unsur pokok yang sangat penting dalam membuat perencanaan (Suwaryo, Utang, 2011:4). Perecanaan ini dibuat dengan melibatkan masyarakat berdasarkan. Hasil dari pelaksanaan Musyawarah desa (Musrembangdes) yang berasal masukan dari masyarakat   di Desa yang mengetahu betul persoalan yang dihadapinya dan sekaligus menentukan apa yang menjadiprioritas dalam penggunaan dana desa, baik yang mencakup bidang pembangunan, pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, termasuk pemberdayaan Masyarakat desa.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Musrenbangdes haruslah melibatkan unsur-unsur yang ada dalam desa yang bersangkutan termasuk organisasi kemasyarakatan yang ada di desa, seperti Badan Permusyawaran Desa (BPD), Karang Taruna (Organisasi Kepemudaan) Tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pengerak Kesejahteraan Keluarga (PKK). Keberadaan unsur masyarakat ini dilakukan dengan senang hati, sukarela dan penuh dengan keikhlasan tanpa adanya unsur tekanan atau paksaaan dari pihak manapun.
Dengan adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat sebagai wakil dari kelompok-kelompok masyarakat ini akan dihasilkan suatu keputusan bersama sesuai usulan-usulan masing-masing untuk dimasukkan dalam perencanaan pengunaan dana desa, yang dimanfaatkan untuk pembangunan di desa baik fisik maupun non fisik. Dengan demikian berarti bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan secara baik dan benar dan sekaligus telah melakukan pemberdayaan masyarakat desa, sebab menurut Suharto (2005:59-65) pemberdayaan masyarakat itu diartikan suatu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Selain itu pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suat forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
	Tujuan pemberian dana desa yang cukup besar jumlahnya disetiap desa yang ada diseluruh Indonesia adalah untuk melakukan pembangunan dan pengembangan desa secara mandiri dalam rangka untuk meningkatka kesejateraan masyarakat desa, baik secara fisik maupun non fisik, misalnya penataan lingkungan yang bersih dan penggunaan air bersih yang layak untuk digunakan, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan.
	Pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh pemerintah desa yang bertangunjawab dalam pengelolaan keuangan desa. Kegitan tersebut dilakukan berdasarkan dan mengacu kepada kegiatan sebelumnya untuk dijadikan acuan untuk kegiatan pemberdayaan mayarakat berikutnya, sebagai bahan evaluasi.
Selain mengacu kepada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebelumnya, tim teknis ini juga berpedoman kepada hasil masukan dari masyarakat pada waktu dilaksanakan Musrembang desa dan dijadikan dasar oleh Tim Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk  pembiayaan yang akan dilaksanakan, termasuk kegiatan-kegiatan bersifat inovasi baru baik dari pemerintahan desa maupun datang dari ide masyarakat desa.
Dalam penerapan pembiayaan oleh tim teknis keuangan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan pemabangunan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, baik melibatkan langsung atau tidak langsung unsur-unsur yang ada dalam masyarakat haruslah dapat dipertanggungjawabka sesuai aturan yang berlaku, terutama yang bersifat  administrasi.
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dibiaya dari dana desa ini haruslah bersifat transparan akuntabel dan tidak boleh menyimpang dari yang direncanakan sesuai yang tercantum dalam perncanaan penggunaan dana desa.

2. Alokasi Penganggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Yang bertanggungjawab dalam pengaturan penganggaran dana desa untuk membiayai pemberdayaan masyarakat dalam pemerintahan desa adalah Bendahara sesuai dengan tugas dan fungsi dalam strukstur pemerintahan desa, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Sesuai mekanisme penggunaan dana desa oleh bendaharawan dilakukan dengan penerapan prinsip transparansi angggaran, akuntabel dan kepastian hukum dan dalam pencairannya harus diketahui oleh kepala desa sebagai pengguna anggaran desa.Dalam skala yang lebih luas bahwa dana desa diantaranya dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat misalnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk pangan, kerajinan tangan, dan program inovatif lainnya.
Ruang  lingkup dalam pemberdayakan masyarakat desa tidak hanya tertuju kepada pembanguan fisik secara materil juga termasuk in materil, misalnya terus mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada di desa, seperti hasil pertanian yang dapat dijadikan sebagai bahan baku menjadi kerajinan produk pangan, sehingga dapat diapasarkan sebagai sumber pemasukan secara ekonomi.

3.Prosedur Penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat
Setiap penggunaan  dana desa untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan prosedur yang telah baku. Disini sebelum dana itu dicairkan maka terlebih dahulu mempersiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen, oleh tim tim teknis yang telah ditunjuk oleh pemerintah desa yang disebut dengan Rencana Penggunaan Dana Desa. 
Langkah selanjutnya adalah tim teknis akan menunggu usulan kegiatan dari pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk proposal melalui kepala desa sesuai dengan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) serta uraian-uraian bahan dan jumlah harga secara detil sehingga pengunaan anggaran dana desa ini dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa bukan hanya diperuntukan kepada pembangunan fisik, seperti jalan setapak, pembuatan sarana olahraga seperti lapangan badminton, lapangan futsal tetapi juga bisa digunakan untuk membantu secara langsung di bidang pendidikan, batuan kepada siswa atau mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, termasuk Kegiatan peningkatan pelatihan keterampilan mengolah bahan baku menjadi bahan pangan yang bisa dijual kepasaran. Selain itu  bisa dimanfaatkan untuk bidang kesehatan seperti Keluarga Berencana dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang digerakan oleh masyarakat desa sendiri.
Perlunya melakukan pendidikan dan pelatihan bagi warga masyarakat desa  yang merupakan bagian dari kegiatan dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan warga masyarakat untuk berinovasi dalam bidang perekonomian mereka. Kegiatan ini sangat baik apabila desa mereka ada yang berada dipinggir jalan lintas tempat berlalu lalangnya  kenderaan antar kota antar provinsi yang baisanya dijadikan lahan pasar bagi produk-produk olahan mereka di desa.
Berbagai daerah di Indonesia banyak desa yang berhasil melakukan inovasi bagi desa menjadikan desa mereka desa wisata seperti di Provinsi Lampung, Kabupaten Cianjur dan beberapa desa di Bali, dan sangat berkembang dan dapat mendokrak perekonomian masyarakat desa dengan berjualan kuliner bagi wisata yang berkunjung ke desa mereka.

Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pemanfaatan Dana Desa

No. 	Uraian Nama Kegaiatan	Keterangan
1.	Pembangunan Fisik:a. Jalan Setapakb. Lapangan Badmintonc. Lapangan Futsal	Untuk kepentingan umum yang dapat menambah kegiatan masyarakat di desa
2.	Pembangunan Non Fisisk.Bantuan kepada siswa/mahasiswa yang berpretasi tidak mampu secara  ekonomiBantuan kepada pelayanan Pos Pelayanan terpadu (Posyandu)Batuan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan pangan yang bisa dijual kepasaran, seperti Keripik Pisang, dan Keripik Ubi Kayu	Untuk kepentingan warga desa yang tidak mampu, kesehatan masyarakat, keterampilan khusus.
3.	Pengembangan desa menjadi desa wisata	Membangun fasilitas pendukung


4.	Pengawasan dan Peratanggungjawaban Dana dalam Pemberdayaan Masyarakat
Dalam penggunaan dana desa untuk keperluan pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan suatu pengawasan. Tujuan pengawasan ini adalah untk memastikan bahwa mulai dari prosedur penganggaran, pengajuan penggunaan anggaran dan proses pencairan telah sesuai dengan perancanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa.




Pemanfaatan Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat dimanfaatkan sebahagiannya untuk keperluan pembiayaan program pemberdayaan masyarakat  desa. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan penggunaan dana desa justru jadi prioritas pertama, baik pemberdayaan yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan fisik maupun untuk meningkatkan keterampailan warga desa yang termasuk program inovasi desa, yang tujuan akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan, memperkecil kesenjangan antar desa dan memberdayakan ekonomi masyarakat.
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